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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 

 Indonesia memiliki ketentuan dalam pembayaran pajak yang telah di 

tetapkan di “ Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 (UU KUP) mengatur tentang 

Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak”. Setiap orang wajib untuk 

melakukan penyetoran pajak yang telah di tetapkan baik perorangan maupun 

badan dan perusahaan yang wajib disetorkan. Adapun “Pasal 10 ayat (2) UU KUP 

yang menjelaskan  tata cara pembayaran, penyetoran pajak, dan pelaporannya 

serta tata cara mengangsur dan menunda pembayaran pajak diatur dengan atau 

berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan”.
1
 

 Dalam hukum Indonesia pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib 

pajak (WP) adalah  orang atau badan yang merupakan sebuah objek yang telah 

ditetapkan untuk melakukan kewajiban dalam pembayaran ,atau pemotongan 

pajak yang telah di tetapkan berdasarkan Undang-undang perpajakan yang ada.  

Peraturan dalam kewajiban perpajakan yang seeerhana akan menerapkan 

perubahan perundangan yang akan menggunakan sistem self assessment sehinga 

perubahan yang bersifat istimewa bertujuan untuk  membangun keseimbangan 

hak dan kewajiban antara para perpajakan dengan WP ( Wajib Pajak ), menjaga 

                                                           
1
 Utami, Novia Widya, Ketentuan Umum Mengenai Pembayaran Pajak 

https://klikpajak.id/blog/bayar-pajak/ketentuan-umum-mengenai-pembayaran-pajak-yang-harus 

diketahu.i/ diakses pada 26 agustus 2020 

 

https://klikpajak.id/blog/bayar-pajak/ketentuan-umum-mengenai-pembayaran-pajak-yang-harus%20diketahu.i/
https://klikpajak.id/blog/bayar-pajak/ketentuan-umum-mengenai-pembayaran-pajak-yang-harus%20diketahu.i/
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keseimbangan penerimaan pajak sebagai tulang punggung penerimaan APBN dan 

membangun citra institusi Direktorat Jenderal Pajak yang lebih baik. Undang-

Undang tersebut adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 

1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah 

diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 

2007 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 16 Tahun 2009. 
2
 

Kewajiban  bagi wajib pajak harus membayarkan sendiri pajak terutang dalam 

angsuran PPh setiap bulannya dengan PPh pasal 25. PPh 25 merupakan 

pembayaran pajak yang dapat dilakukan berangsur yang berikan dapat 

mengurangi beban dalam melakukan pembayaran perpajakan yang seharusnya 

dibayarkan pertahun maka dengan PPh 25 dilakukan dengan diangsur setiap 

bulannya.  

 Tiap pelaku pajak mempunyai kewajiban buat mendaftarkan diri buat 

memperoleh no pokok pelaku pajak (NPWP) serta mempunyai no pengukuhan 

pengusaha kena pajak (NPPKP). tiap harus pajak buat memberi tahu pembayaran 

pajak wajib mempunyai no pokok harus pajak( NPWP) buat menyetor serta 

memberi tahu pajak sendiri sehingga harus pajak yang mempunyai no pokok 

wajib pajak bisa mendaftarkan diri buat mempunyai no pengukuhan pengusaha 

kena pajak (NPPKP) sehingga harus pajak bisa membagikan dalam usaha yang di 

kelolanya pajak akumulasi nilai (PPN).   

Fungsi dari nomor pokok wajib pajak (NPWP) : 

                                                           
2
 Achmad, Ruben, Aspek Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Perpajakan, Jurnal 

hukum Doctrinal, Vol. 1 No 2 . 
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a. Untuk mengetahui identitas wajib pajak. 

b. Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dalam 

 administrasi. 

c. Keperluan yang berhubungan dalam dokumen perpajakan karna 

yang berhubungan dengan dokumen perpajakan harus 

menggunakan nomor pokok wajib pajak (NPWP). 

d. Keperluan dalam pelaporan pengisian surat pemberitahuan (SPT) . 

e. Untuk mendapatkan layanan dari instansi-instansi tertentu yang 

 memiliki. kewajiban mencantumkan NPWP dalam dokumen yang 

 diajukan. 

f. Untuk memenuhi kewajiban perpajakan misalnya dalam 

pembayaran pajak dengan surat setoran pajak (SSP) yang 

ditetapkan sendiri maupun potongan pemungutan harus 

mencantumkan NPWP.
3
 

 Adapun Undang-undang yang mengatur dalam pajak berpenghasilan yang 

ditetapkan dalam “UU nomor 10 tahun 1994 pasal 2A  tentang pajak penghasilan 

yang berbunyi :  

 (1)   Kewajiban pajak orang individu sebagaimana diartikan dalam Pasal 2 

ayat (3) huruf a diawali pada dikala orang individu tersebut dilahirkan, 

terletak buat bertempat tinggal di Indonesia serta berakhir pada dikala 

wafat dunia atau meninggalkan Indonesia buat selama- lamanya. 

 

                                                           
3
 Muhammad Awa Satrio Nugroho, Bambang Teguh, Hak dan Kewajiban Dalam 

Ketentuaan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Di Indonesiia, Salemba Empat, Jakarta, 

2008, hlm.13 
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( 2).    Kebijakan kewajiban perpajakan subjektif  yang diartikan dalam “Pasal 2 

ayat ( 3) huruf b diawali pada dikala badan tersebut didirikan ataupun 

bertempat peran di Indonesia serta berakhir pada saat dibubarkan ataupun 

tidak lagi bertempat peran di Indonesia”. 

( 3)   Kebijakan kewajiban perpajakan dalam perorangan maupun suatu badan 

yang dapat diartikan dalam “Pasal 2 ayat( 4) huruf a diawali pada dikala 

orang individu ataupun badan tersebut melaksanakan usaha ataupun 

melakukan aktivitas sebagaimana diartikan dalam Pasal 2 ayat( 5) dan 

berakhir pada dikala tidak lagi melaksanakan usaha ataupun melakukan 

aktivitas lewat wujud usaha senantiasa”. 

( 4)   Kebijakan kewajiban perpajakan dalam perorangan maupun suatu badan 

yang dapat  diartikan dalam “Pasal 2 ayat( 4) huruf b diawali pada dikala 

orang individu ataupun badan tersebut menerima ataupun memperoleh 

pemasukan dari Indonesia serta berakhir pada dikala tidak lagi menerima 

ataupun mendapatkan pemasukan tersebut”.
4
 

 Program yang  telah  dicanangkan  oleh  pemerintah  saat  ini bernama  e-

filling,  dimana masyarakat  akan  lebih  mudah  dalam  mendaftarkan  diri  dan  

mendapatkan informasi-informasi tentang cara pelaporan pajak penghasilan 

sehingga hal ini diharapkan agar masyarakat lebih mudah dalam membayar pajak 

penghasilannya.
5
 

                                                           
4
 Bea Cukai , Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1994, 

http://reposiitory.beacukai.go.id/peraturan/2011/11/469c1e5dae7f-uu-nomor-10-1994.pdf, diakses 

pada 29 agustus 2020 

 
5
 Batubara, Soulthan Saladin dan Rizal Iskandar, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi 

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Lubuk Pakan, Vol. 1 No. 2. 

http://reposiitory.beacukai.go.id/peraturan/2011/11/469c1e5dae7f-uu-nomor-10-1994.pdf
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 Dalam penetapan pajak yang berlaku di Indonesia pemerintah juga 

menerapkan hukum pidana pajak yang hanya bersifat persuasif dalam pendekatan 

yang lebih halus dengan memberikan penyuluhan terhadap masyarakat agar lebih 

taat untuk melakukan pembayaran pajak. Pajak sendiri memiliki fungsi yang kuat 

karna pajak merupakan pemasukan uang dalam kas negara yang sangat besar dan 

untuk membantu masyarat dalam perekonomian
6
, sehingga pemerintah berharap 

agar pemasukan dalam pajak setidaknya dapat menyumbangkan 65% dalam 

kerangka APBN.
7
Dengan adanya harapan pemerintah yang cukup besar maka 

penegakan hukum pidana pajak lebih di terapkan lagi dan di perkuat agar para 

pelaku wajib pajak lebih sadar akan kewajiban mereka dalam pembayaran pajak.  

 Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban membayar pajaknya, 

Direktorat Jenderal Pajak akan melakukan penagihan pajak. Tindakan ini 

dilakukan apabila wajib pajak tidak membayar pajak terutang sesuai dengan 

jangka waktu yang telah ditentukan dalam surat tagihan pajak (STP), atau surat 

ketetapan pajak (SKP), Surat keputusan pembetulan, surat Keputusan Keberatan, 

Putusan Banding, maka DJP dapat melakukan tindakan penagihan.
8
Dalam 

peneguran kepada pihak wajib pajak maka akan diberikan surat teguran yang 

diberikan kepada wajib pajak jika tidak membayar pajak setelah tujuh hari setelah 

jatuh tempo jika tidak di bayar juga maka diberikan surat paksaan jika tidak 

ditanggapi dalam waktu 2x24 jam maka dilakukan penyitaan.  

                                                           
6
 Lihat, Erly Suandy, Hukum Pajak, Salemba Empat, Jakarta, 2002, hlm.13. 

7
 Rachmat Soemitro, Pengantar Ilmu Hukum Pajak, Eresco, Bandung, 1996, hlm.22. 

8
 Novia Widya Utami, Ketentuan Umum Mengenai Pembayaran Pajak 

https://klikpajak.id/blog/bayar-pajak/ketentuan-umum-mengenai-pembayaran-pajak-yang-harus-

diketahui/ diakses pada 26 agustus 2020. 
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 Pasal yang akan dibebankan jika adanya pelanggaran atas pembayaran 

pajak antara lain : Undang- undang nomor “16 tahun 2009 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang 

Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang 

Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang”.
9
 tak 

hanya Undang-undang nomor 16 tahun 2009 tetapi akan berdampingan dengan 

pasal 64 ayat (1) KUHP yang berkaitan dengan pasal pelanggaran perbuatan 

berlanjut, maka pasal tersebut  “ Pasal 64 ayat (1) KUHP menyatakan ‘jika antara 

beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau 

pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang 

sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya dikenakan satu aturan pidana, jika 

berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling 

berat ”.
10

 

 Masih banyak masyarakat yang menghiraukan informasi atau iuran yang 

ditetapkan untuk dibayarakan oleh WP sesuai undang-undang yang berlaku. 

Adanya faktor dari wajib pajak untuk kurang atas kepatuhan dalam pembayaran 

pajak antara lain:
11

 

1. Kurangnya tingkat pendidikan 

2. Kurangnya pemahaman atas pembayaran pajak 

                                                           
9
 Dokumen UU, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009,  

http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2009_16.pdf, diakses 03 september 2020 
10

 Duwi, Handoko, Asas-asas hukum pidana dan hukum penitensier di Indonesia, 

Hawa dan ahwa,Pekanbaru,2017,hlm.190. 

 
11

 Anggun Sulistio Kartawijaya, “Efektivitas Implementasi Sanksi Pidana Bagi Wajib 

Pajak Yang Melanggar Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan 

Tata Cara Perpajakan,”(Skripsi Universitas Hasanuddin, Makassar, 2017), hlm. 51. 

http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2009_16.pdf
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3. Keterbatasan dalam penghasilan  

 Dengan adanya faktor wajib pajak untuk kurang dalam kepatuhan 

membayarkan pajak yang telah diwajibkan oleh pemerintah maka adanya data 

presentase kepatuhan wajib pajak di kota palembang   

Gambar 1.1 

Kepatuhan wajib pajak di kota Palembang 

 

 Sumber: KPP Pratama Palembang Ilir Barat (2019) 

 Pada Gambar 1.1 yang dijelaskan dalam grafik presentase kepatuhan wajib 

pajak di kota Palembang mengalami peningkatan yang cukup baik karna dalam 

2017 presentase wajib pajak memberikan angka 59,77%  , di tahun 2018 wajib 

pajak dalam presentase kepatuhan tersebut dengan angka 63,33% dan di tahun 

2019 memiliki kenaikan lagi dengan angka 71,37%. Sehingga dari tahun 2017 

sampai tahun 2019 angka kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran 

mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. 
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 Walaupun adanya kenaikan presentase angka kepatuhan wajib pajak dalam 

membayarkan pajak dan peraturan pidana yang berlaku di Indonesia tetapi masih 

saja ada masyarakat tetap melakukan kecurangan dalam melakukan pembayaran 

pajak yang telah di tetapkan seperti kasus yang ada di kota Palembang ada kurang 

lebih 879.607 kasus dengan tidak membayarkan pajak, kasus tersebut antara lain: 

1. Putusan nomor1407 / Pid.B / 2019 / PN Plg 

  Pada kasus ini Menyatakan terdakwa SANA MASNI BINTI 

AKHMAD tersebut diatas, terbukti secara sah dan dinyatakan salah  dalam 

di tetapkan kesalahan tindak pidna dengan terencana tidak melakukan 

penyetoran pajak yang sudah dipotong ataupun dipungut sehingga bisa 

memunculkan kerugian pada pemasukan Negeri sebagaimana dakwaan 

awal 1. Menjatuhkan pidana terhadap diri Tersangka SANAMASNI 

BINTI AKHMAD dengan pidana penjara sepanjang 1 (satu) tahun serta 5 

(5) bulan, serta menetapkan pidana denda terhadap diri Tersangka Situ 

MASNI BINTI AKHMAD buat tahun 2009 2 x Rp. 188. 274. 427, 00 

ialah Rp. 376. 548. 854, 00, jika tidak dibayar diganti dengan pidana 

penjara selama 5 (lima ) bulan, 2. Menetapkan lamanya terdakwa di dalam 

tahanan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan, 3. 

Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan, 4. Menetapkan barang 

bukti. 
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2.  Putusan nomor 267/Pid.Sus/2020/Pn Plg  

   Menyatakan bahwa terdakwa bersalah atas tindak pidana yang 

tidak menyetorkan kewajiban perpajakaannya dengan sengaja yang 

ditetapkan oleh pemerintah yang dapat mempengaruhi keuangan negara 

yang berkelanjutan.  

  Dari kasus ini terdakwa mendapatkan ancaman pidana “Pasal 39 

Ayat (1) huruf i Undang-undang Nomor  28 Tahun 2007 Tentang 

Perubahan Ketiga Atas Undang-undang  Nomor 6 Tahun 1983 Jo Undang-

undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan TataCara 

Perpajakan sebagaimana telah diubah sebanyak empat kali terakhir dengan 

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUP”.  

  Dengan dilakukan penjatuhan pidana kepada palaku dengan pidana 

penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi terhadap pelaku di 

dalam penanganan sementara dan Pidana Denda sebanyak 2 (dua) kali 

kerugian pada pendapatan negara berupa jumlah pajak terutang yang tidak 

dibayar (Rp. 1.157.095.301,00X 2) yaitu sejumlah Rp.   2.314.190.602,00 

(dua   milyar   tiga   ratus   empat   belas   juta   seratussembilan   puluh   

ribu   enam   ratus   dua   rupiah),   dengan tidaknya   pelaku   untuk 

memberikan uang denda paling lama hingga waktu 1 bulan sesudah 

pengadilan memberikan putusan maka harta yang dimiliki akan 

dilelangkan untuk digunakan dalam proses pembayaran denda yang telah 

di tetapkan jikalau pelaku tidak memiliki harta benda yang memadai untuk 
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dilakukannya penyitaan maka pelaku akan dikenakan kurangan penjara 

selama 6 bulan .
12

 

  Pada kasus yang ada di kota Palembang tersebut terkait dengan 

tidak menyetorkan pajak yang mengakibatkan kerugian bagi Negara, 

namun dalam putusan yang diberikan hakim atas kasus yang sama tersebut 

hakim memberikan putusan pidana kepada pelaku berbeda-beda. Dapat 

dibedakan pada tabel berikut: 

Tabel 1.1 

Data Putusan yang Amar Putusannya Tindak Pidana Tidak 

Melakukan Penyetoran Pajak 

 

No No. Putusan Terdakwa Delik Dakwaan Putusan Hakim 

1 Putusan No. 

1407/Pid.B/ 

2019/Pn. Plg 

Sana Masni UU No. 16 Tahun 

2009 Tentang 

Ketentuan Umum 

dan Tatacara 

Perpajakan 

Pidana Penjara 1 

Tahun 5 Bulan 

dengan denda Rp. 

376. 548. 854,00 

2 Putusan No. 

267/Pid.Sus/2

020/Pn. Plg 

Iwan 

Setiawan 

UU No. 16 Tahun 

2009 Jo Pasal 64 

Ayat (1) KUP 

Pidana Penjara 2 

Tahun 6 Bulan 

dengan denda Rp. 

2.314.190.602,00 

 

  Sehingga dengan adanya uraian latar belakang ini penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian dengan judul : “penjatuhan pidana bagi wajib 

pajak yang sengaja tidak menyetorkan pajak (Studi Putusan Pengadilan 

Nomor 267/Pid.Sus/2020/Pn Plg)” agar mengetahui bagaimana tindak 

pidana yang ditetapkan berdasarkan pasal yang berlaku dan mengetahui 

                                                           
12

 Direktori Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Perpajakan PN Palembang,  

https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/55fabe8231b9a5ab57e31553c5180fbd.ht

ml, diakses tanggal 27-02-2020 

https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/55fabe8231b9a5ab57e31553c5180fbd.html
https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/55fabe8231b9a5ab57e31553c5180fbd.html
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tindak pidana yang harus diberikan sesuai penetapan undang-undang yang 

berlaku. 

B. Rumusan Masalah 

 Rumusan masalah yang sesuai dengan Penerapan penjatuhan pidana bagi 

wajib pajak yang sengaja tidak menyetorkan pajak (Studi Putusan Pengadilan 

Nomor 267/Pid.Sus/2020/Pn Plg) sehingga penelitian ini akan membahas : 

1. Bagaimana penerapan penjatuhan pidana bagi wajib pajak yang 

tidak menyetorkan pajak berdasarkan putusan Nomor 

267/Pid.Sus/2020/Pn Plg ? 

2. Apa pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan dalam 

 menjatuhkan sanksi terhadap pelaku wajib pajak yang tidak 

 melapor pajak ? 

C. Tujuan Penelitian 

 Dalam penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui penerapan 

penjatuhan pidana bagi wajib pajak yang tidak menyetorkan pajak dan untuk 

menganalisis pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan dalam 

menjatuhkan sanksi terhadap pelaku wajib pajak yang tidak melaporkan pajak. 
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D. Manfaat Penelitian 

 Maanfaat dalam penelitian ini adalah :  

1. Manfaat Teoritis 

 

 Bagi peneliti agar mengetahui undang-undang yang berlaku dalam konteks 

masalah perpajakan yang ada di Indonesia. 

2. Manfaat Praktis 

 

 Bagi masyarakat agar masyarakat mengetahui bahwa hukum perpajakan di 

Indonesia tidak lemah dan harus ditaati oleh seluruh masyarakat. 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

 

 Pembahasan penelitian kasus tersebut akan hanya membahas tentang 

sanksi hukum yang akan diberikan oleh pelaku pelanggaran hukum pidana 

atas pelanggaran tidak melaporkan dan membayar pajak dan penjatuhan 

sanksi yang diberikan sesuai undang-undang yang berlaku. Pada hal 

tersebut adanya kasus di kota Palembang yang bersangkutan dalam 

masalah pajak dengan sengaja tidak menyetorkan pajak. Dalam hal 

tersebut di kota Palembang memiliki banyak kasus yang serupa salah 

satunya kasus dengan nomor putusan 1407/Pid.B/2019?PN Plg. dan juga 

kasus dengan nomor putusan 267/Pid.Sus/2020/PN Plg. Dalam kedua 

kasus tersebut namun putusan yang diberikan oleh hakim berbeda 

sehingga dilakukannya penelitian dari kasus dengan nomor putusan 

267/Pid.Sus/2020/PN Plg agar mengetahui pertimbangan dari sanksi yang 
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akan di berikan kepada pelaku tersebut. Dalam kasus putuan 

267/Pid.Sus/2020/Pn Plg mendapatkan Dari kasus ini terdakwa 

mendapatkan ancaman pidana “Pasal 39 Ayat (1) huruf i Undang-undang 

Nomor  28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang  

Nomor 6 Tahun 1983 Jo Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang 

Ketentuan Umum dan TataCara Perpajakan sebagaimana telah diubah 

sebanyak empat kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 

2009 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUP”. Sedangkan dalam putusan nomor1407 / 

Pid.B / 2019 / PN Plg mendapatkan dengan pidana penjara sepanjang 1 

(satu) tahun serta 5 (5) bulan, serta menetapkan pidana denda terhadap diri 

Tersangka Situ MASNI BINTI AKHMAD buat tahun 2009 2 x Rp. 188. 

274. 427, 00 ialah Rp. 376. 548. 854, 00, jika tidak dibayar diganti dengan 

pidana penjara selama 5 (lima ) bulan, 2. Menetapkan lamanya terdakwa 

di dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang 

dijatuhkan, 3. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan, 4. 

Menetapkan barang bukti.  

F. Kerangka Teori 

 Kerangka teori adalah konsep-konsep yang memiliki abstraksi dan 

merupakan hasil pemikiran dari atau pedoman yang pada dasarnya bertujuan 

untuk berindentifikasi terhadap matra-matra sosial yang di anggap relevan 

menurut saya. 
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1. Teori Pungutan Pajak 

 

Dalam teori pemungutan pajak ini memiliki lima teori yang 

bersangkutan dalam teori ini, teori-teori yang dapat digunakan antara 

lain : 

a. Teori Asuransi        

Teori pungutan pajak pertama teori asuransi yang 

merupakan melakukan pembayaran premi asuransi yang 

diharapkan untuk mendapat perlindungan yang tak terduga di 

waktu yang tidak tentu. 

b. Teori Kepentingan 

 Teori yang kedua adalah teori kepentinganyang merupakan 

adanya saling menguntngkan satu sama lain, sehinnga 

pemerintah harus melindungi dan wajib pajak harus menetapkan 

kewajibannya. 

c. Teori Gaya Pikul 

 Teori yang ketiga teori gaya pikul yang merupakan seorang 

wajib pajak harus menyesuaikan pajak yang dibayarkan sesuai 

dengan pendapatan yang di peroleh. 

d. Teori Bakti 

 Teori yang ke empat teori bakti yang merupakan bentuk 

bakti dari masyarakat terhadap Negara dalam melakukan 
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pembayaran pajak, sehinnga wajib pajak harus terus 

membayarakan pajak yang telah ditetapkan. 

e. Teori Daya Beli      

 Teori yang ke lima merupakan teori daya beli, seperti 

adanya transaksi jual beli, kebutuhan masyarakat harus dipenuhi 

oleh pemerintah namun masyarakt pun harus membayra kan pajak 

maka dikatakan dari rakyat untuk rakyat.
13

 

2. Teori Kepastian Hukum 

Menurut Sudikno Mertukusumo, kepastian hukum merupakan 

sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara 

yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan 

hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang 

berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek 

yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum 

berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.
14

  Kepastian 

hukum menurut Jan Michiel Otto mendefenisikan sebagai 

kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu : 1) Tersedia aturan -aturan 

yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh 

dan diakui karena (kekuasaan) nagara. 2) Instansi-instansi penguasa 

(pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara 

                                                           
13

 Via, 8 Asas & Teori Pemungutan Pajak Di Indonesia, https://ajaib.co.id/8-asas-teori-

pemungutan-pajak di.indonesia/#:~:text =Ada%20lima%20tori%20pemungutan%20pajak,daya%2 

0beli%20dan%20teori%20bakti, diakses 17 november 2020 
14

 Asikin zainal, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Rajawali Press, Jakarta, 2012 

https://ajaib.co.id/8-asas-teori-pemungutan-pajak%20di.indonesia/#:~:text =Ada%20lima%20tori%20pemungutan%20pajak,daya%2 0beli%20dan%20teori%20bakti
https://ajaib.co.id/8-asas-teori-pemungutan-pajak%20di.indonesia/#:~:text =Ada%20lima%20tori%20pemungutan%20pajak,daya%2 0beli%20dan%20teori%20bakti
https://ajaib.co.id/8-asas-teori-pemungutan-pajak%20di.indonesia/#:~:text =Ada%20lima%20tori%20pemungutan%20pajak,daya%2 0beli%20dan%20teori%20bakti
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konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya. 3) Warga secara 

prinsipil menyesuaikan prilaku mereka terhadap aturanaturan tersebut. 

4) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir 

menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu 

mereka menyelesaikan sengketa hukum. 5) Keputusan peradilan 

secara konkrit dilaksanakan.1 Menurut Sudikno Mertukusumo, 

kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut 

harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum 

menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-

undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, 

sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat 

menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu 

peraturan yang harus ditaati 

3.  Teori Tujuan Pidana 

 

Pemidanaan yang memiliki tujuan yang bukan persamaan 

dari para ahli yang memberikan sebuah pengertian. Dalam tujuan 

kepemidaan ini memiliki banyaknya tujuan antaa lain : untuk 

menjadikan diri seseorang menjadi akhlak yang baik, adanya rasa 

takut akan hukum dan rasa tidak ingin membuat kesalahan tersebut, 
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dan membuat pelaku merasa tidak dapat lagi melakukan suatu 

tindakan kejahatan yang tidak semestinya dilakukan.
15

 

G. Metode Penelitian 

 

 Sebuah penelitian yang menggunakan metode penelitian yang jelas untuk 

menginformasikan tentang jenis penelitian ,tujuan dan sumber dari penelitian 

yang ada sehingga semua itu dapat menjadi ilmu yang di teliti. Metode penelitian 

yang digunakan oleh peneliti adalah : 

 1. Jenis Penelitian 

 Dalam penelitian atas kasus ini peneliti akan menggunakan 

penelitian hukum normatif.  Dalam penelitian normatif ini menggunakan 

berbagai data sekunder dengan peraturan undang-undang , teori hukum 

dan keputusan pengadilan.
16

Penelitian dalam normatif menggambil data 

sekunder. 

 2. Pendekatan Penelitian 

 Pendekatan penelitian yang diambil dari penelitian ini sebagai 

berikut: 

a. Pendekatan perundang-undangan  

 Pendekatan ini di ambil dalam peraturan perundang-

undangan yang di atur sesuai dengan ketentuan atas  dasar  hukum 

yang ada di Indonesia, dengan mengkaji  dokumen terkait atas 

                                                           
15

 Wirjono Prodjodikoro, Tindak Tindak Pidana Hukum Tertentu Di Indonesia, P.T 

Eresco, Jakarta , 

1980, hlm. 3 
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ketentuan hukum perundang- undangan atas kasus yang sedang 

dipermasalahkan.  

b. Pendekatan penelitian yang bersudut pandan konseptual.  

Pendekatan konseptual dengan memberikan  sudut pandang 

menyelesaikan masalah yang telah di atur dalam karya ilmiah 

maupun ide-ide yang melatar belakangi permasalahan. 

3.  Jenis dan Sumber Bahan Hukum 

Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini sebagai 

berikut: 

1. Bahan hukum sekunder  

 Yang akan didapat dari buku-buku, jurnal peraturan hukum 

pidana, kasus yang telah di tetapkan berdasarkan keputusan 

mahkamah agung , media elektronik sesuai dengan pokok pikiran 

skripsi. 

2. Bahan hukum primer  

 Bahan yang digunakan dalam data primer yang 

menggunakan perundangan undangan yang berlaku dan 

berdasarkan kasus yang akan di bahas. 

1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 (UU KUP) tentang 

Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak 

2. Pasal 10 ayat (2) UU KUP tata cara pembayaran, penyetoran 

pajak, dan pelaporannya serta tata cara mengangsur dan 
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menunda pembayaran pajak diatur dengan atau berdasarkan 

Peraturan Menteri Keuangan 

3. UU No. 16 Tahun 2000 tentang Tatacara Perpajakan 

4. Pasal 39 Ayat (1) huruf i Undang-undang Nomor  28 Tahun 

2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 6 

Tahun 1983 Jo 

5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Jo tentang Ketentuan 

Umum dan TataCara Perpajakan 

6. Nomor 16 Tahun 2009 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP 

 

3. Bahan hukum tersier 

  Bahan hukum tersier yang akan di peroleh tersebut 

berdasarkan hukum primer dan sekunder, bahan ini yang dimaksut 

oleh penulis adalah KBBI dan kamus dalam hukum. 

4.  Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

 Dalam teknik pengumpulan bahan hukum dapat di ambil untuk 

penulisan skripsi ini adalah teknik kepustakaan hukum, teknik ini 

menggunakan teknik data kepustakaan yang diambil berdasarkan kasus 

yang akan dibahas oleh peneliti dengan mengumpulkan data dalam buku-

buku , sumber yang berkaitan dengan kasus peneliti dan perpustakaan 

untuk memperkuat pengumpulan data yang akan diperoleh. Data tersebut 

juga diperkuat atas penelusuran perundang-undangan dan sumber hukum 

lainnya dari sistem hukum . 
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5. Teknik Analisis Bahan Hukum 

 

 Dalam analisis data skripsi ini menggunakan data kualitatif dengan 

mengkelompokan data yang di dapat dan menjelaskan data tanpa bentuk 

angka yang berdasarkan data hukum dam perundang-undangan. 

6. Penarikan Kesimpulan 

 

 Kesimpulan yang ditarik dalam skripsi ini dengan menggunakan 

hasil analisis dari data yang diperoleh secara sistematis dan saran yang 

diberikan. Kesimpulan yang diambil akan berdasarkan data yang 

dikumpulkan. Kesimpulan yang baik dengan menggunakan generasi , 

analog dan meyakinkan. 
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